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KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR i I t)t lHK.01.01lK.YO-0311il2422

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATENIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DAN PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KECAMATAN Se.KABUPATEN KULON PROGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang '. a. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis perlu

memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil;

bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan

pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan

umum;

bahwa tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 telah

memasuki tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Tahapan Penataan

Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum perlu

d ibentuk Penanggungjawab Tugas Pengawasan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lKola dalam Pemilihan

Umum.

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A17 Tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 202A Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2424;
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d.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan lJmum Nomor 20 tahun

2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten lKota Dalam Pemilihan

Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2A2A Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tahun 2420-2424,

Peraturan Badang Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2A22 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor'19 Tahun 2417

Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian

Antanraktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

KelurahanlDesa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,

Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia

Nomor B Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024"
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2422 Tentang

penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan

perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Kepuiusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan

Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perurakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo, Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo

sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan

Pemilihan Umum Tahun 2A24 yang dilaksanakan oleh setiap

divisi.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,

Pendidikan, Pelatihan, Data dan lnformasi Bawaslu Kabupaten

Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo

sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan

penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan

perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,

Pendidikan, Pelatihan, Data dan lnformasi Bawaslu Kabupaten

Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo

melakukan koordinasi dengan koordinator divisi lain, serta

melakukan konsultasi dan evaluasi berkala dan berjenjang

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,

Pendidikan, Pelatihan, Data dan lnformasi Bawaslu Kabupaten

Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo

melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil

pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan penataan

daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun

2424.
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Penanggung jawab sebagaimana DIKTUM KETIGA berlaku

sampai berakhirnya tahapan penataan daerah pemtlihan dan

alokasi kursi anggota cJewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan

teknis dan administrasr ter.hadap penugasan sebagatmana

dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA

Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEI lGA,

penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan Anqgota

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas

Pemrlihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau

kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mesttnya

Ditetapkan dr : Wates
Pada tanggal 02 Desember 2422
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